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KEPUTUSAN
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TENTANG

PEruNJUK PELAKSANAAN TABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN

ANGKA KREDITNYA

KEPATA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a, bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/ 1212002 tentang

Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya,

dipandang pedu mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan

Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;

b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan . Jabatan Fungsional Penyuluh

Kehutanan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan

Keputusan Kepala BKN;

lrlengingat : 1. Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

. Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah;

3, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang

Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;



5. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun LgTg tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 19g0 tentanq peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang labatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil;

t g. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan

Perahtran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002:

10, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri

Sipil;

11, Keputusan Presiden Nomor g7 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LpND) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan presiden Nomor

30 Tahun 2003;

13, Keputusan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 130/KEP/M.PAN/LZ|20OZ tentang Jabatan tungsional

Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
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Menetapkan

MEMUTUSKAT{

KEPUTUSAN KEPAI.A, BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM
TENTANG PETUN]UK PEI.A,KSANAAN JABATAN FUNGSIONAL

PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA,

BAB I
KETENTUANUMTJM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Penyuluh Kehubnan, adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh

pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehufanan.

Penyuluh Kehutanan tingkat Grampil, adalah adalah jabatan

fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan

pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.

Penyuluh Kehutanan tingkat ahli, adalah jabatan fungsional

Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya

didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik

analisis tertentu.

Penyuluhan kehutanan, adalah proses pengembangan

pengetahuan, sikap perilaku kelompok masyarakat sasaran agar

mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan

mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian

dan berpartisipasi aktif dalam pelesbrian hutan dan

lingkungannya.

3.

4



5. 'Ilm Penilai Angka Kredif adalah llm penilai yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai
prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.

6. Angka kredit, adalah suatu angka y€ng diberikan berdasarkan
penilaian atas presfasi kerja yang telah dicapai oleh seorang

Penyuluh Kehutanan dalam mengerjakan butir kegiatan yang

digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan

kenaikan pangkat dalam jabatan penyuluh Kehutanan,

7. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementarit

dan memberhentikan dalam dan dari jabatan penyuluh Kehutanan,

adalah Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing atau pejabat

lain yang ditunjuk sesuai dengan per€turan perundang-undangan

yang berlaku.

8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional penyuluh Kehutanan, adalah

Departemen Kehutanan.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian pusat berkenaan dengan penyuluh

Kehutanan, adalah Menteri Kehutanan.

10, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah propinsi, adalah Gubemur.

11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah

Bupati/ Walikota.

BAB II
USIJL DAN PEF{ETAPAII AIiGKA KREDIT

Pasal 2

(1) Usul penetapan angka kredit disampaikan apabila menurut

perhitungan sementara dari Penyuluh Kehutanan, jumlah angka

kedit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat. 
lebih tinggi telah dapat dipenuhi.



(2) Setiap usul penetapan angka kedit penyuluh Kehutanan dilampiri
oengan:

L

Salinan atau fotocopy ljazah/ Surat Tanda Tamat pendidikan

dan Pelatihan (STTPL) dan atau keterangan/ penghargaan

yang pernah diterima ( apabila ada ) yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang;

Surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan penyuluhan

kehutanan dan bukti fisiknya;

Surat pemyataan melakukan kegiatan pelaksanaan

penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya;

Surat pernyataan melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan pelakanaan penyuluhan kehutanan dan bukti

fisiknya;

Surat pemyataan melakukan kegiatan pengembangan

penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya;

Surat pemyataan melakukan kegiatan pengembangan

profesi dan bukti fisiknya;

Surat pernyattsan melakukan kegiatan penunjang tugas

penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya,

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat,

dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode

kenaikan pangkat sebagai berikut :

Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit

ditetapkan selambatlambahya pada bulan Januari tahun

yang berangkutan;

Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit

ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang

bersangkutan,

E.

a.

h

a.

D.

. 
rl'
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Pasal 3

(1) Setiap usul Penetapan Angka Kredit bagi penyuluh Kehutanan

harus dinilai secaE seksama oleh Tim penilai, dengan

berpedoman pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEp/M.pANi f2l2002

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan

oleh pejabat yang bemenang menetapkan angka kredit dengan

menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada

Lampiran I, dengan ketentuan :

a. Asli Penetapan Angka Kredit ( pAK ) disampaikan kepada

Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;

clan

b. Tembusan disampaikan kepada :

1) Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan;

2) Pimpinan unit kerja penyuluh Kehutanan yang

bersangkutan

3) Pejabat lain yang dipandang perlu.

(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kedit
berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit dalam

batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat ( 3 ). maka

pejabat yang berwenang menetapkan angka kedit dapat

mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah

sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat ( 1) Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

130/KEP/M. PANI Lzl 2003.

t,



(4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi peneBpan

angka kedit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang

berwenang menelapkan angka kredit dan pejabat yang menerima

delegasi wewenang untuk menetapkan angka kedit sebagaimana

dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau KeDala

Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan

angka kedit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang

menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Keoala

Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

TII.I PENILAI

Pasal 4

(1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim penilai

sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) Keputusan

Menteri Pendayagunaan . Aparatur . Negara Nomor

130lKEP/M.PAN ILZ/2002, yaitu :

a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/ pangkat setingkat

dengan jabatan/ pangkat penyuluh Kehutanan yang dinilai;

b. Mempunyai kompetensi untuk menilal prestasi kerja penyuluh

Kehutanan; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa kerja keanggotaan Tlm penilai sebagaimana dimaksud ayat

(1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa

jabatan berikutnya.

BAB III

' ' -ia'
.1

_ t,i,:



(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjadi anggota 'I'im penilai dalam

2 (dua) masa keanggotaan sebagaimana dimakud ayat (1), dapat

diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu I (satu)

masa jabatan.

(4) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim penilai seluruhnya atau

sebagian tidak dapat dipenuhi dari penyuluh Kehutanan karena

belum ada/ tidak ada yang memenuhi syarat menjadi anggota Tm
Penilai, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang

mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan.

Pasal 5

(1) Tugas pokok Tim Penilai Seketariat Jenderal adalah:

a. Membantu Sekretaris lenderal Departemen Kehutanan atau

pejabat lain yang dihinjuk dalam menetapkan angka kredit

Penyuluh Kehufanan Madya di llngkungan Departemen

Kehutanan; dan

b, Metaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Seketaris

Jenderal Depaftemen Kehutanan atau pejabat lain, yang

ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Pusat adalah :

a, Membantu Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan atau

pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kedit

Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan penyuluh

Kehutanan Penyelia serta Penyuluh Kehutanan pertama dan

Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Departemen

Kehutanan; dan



b. Melaksanakan fugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Pusat Bina Pusat Penyuluhan Kehutanan atau pejabat lain,

yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka

kredit sebagaimana dimaksud huruf a,

(3) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi adalah :

a. Membantu Kepala Dinas Kehutanan propinsi atau pejabat

eselon II di Propinsi yang membidangi kehutanan dalam

menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan pelaksana

sampai dengan Penyuluh Kehutanan penyelia serta penyuluh

Kehutanan Pertama sampai dengan penyuluh Kehutanan

Madya di lingkungan Propinsi masing-masing; dan

b. Melakanakan tugas'tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi atau pejabat eselon II di propinsi

yang membidangi kehutanan, yang berhubungan dengan

penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(4) Tugas pokokTlm Penilai Kabupaten/ Kota adalah :

a, Membantu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota atau

pejabat eselon II di Kabupaten/ Kota yang membidangi

kehutanan dalam menetapkan angka kredit penyuluh

Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan

Penyelia serta Penyuluh Kehutanan Peftama sampai dengan

Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Kabupaten/ Kota

masing-masing; dan

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota atau pejabat eselon II di

Kabupaten/ Koh yang membidangi kehutanan, yang

berhubungan dengan penetapan angka kedit sebagaimana

' dimaksud huruf a.

.].''
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(5) Apabila llm Penilai propinsi belum dapat dibentuk karena belum

memenuhi kriteria Tim penilai yang ditentukan, maka penilaian

dan penetapan angka kedit dapat dimintakan kepada llm penilai

Propinsi lain yang terdeka! atau kepada Tim penilai di lingkungan

Departemen Kehutanan.

(6) Apabila Tlm Penilai Kabupatenl Kota belum dapat dibentuk karena

belum memenuhi kiteria Tim penilai yang ditentukan, maka

penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada
'Ilm Penilai KabupatenlKota lain yang terdeka! atau kepada -Ilm

Penilal Propinsi yang bersangkutan, atau kepada Tim penilai di

lingkungan Departemen Kehutanan.

(7) Dalam hal terdapat anggota 'l'im penilai yang pensiun atau

berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut,

Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan anggota pengganti yang

memiliki kompetensi sesuai masa kerja yang tersisa kepada

pejabat yang berwenang menetapkan Tim penilai.

(B) Dalam hal terdapat anggota llm penilai yang turut dinilai, Ketua

Tm Penilai dapat mengangkat pengganti anggota nm penilai yang

bersangkutan.

(9) Tata kerja dan tata cara penilaian -Ilm penilai Sekretariat Jenderal,

Tim Penilai Pusat, 'llm Penilai propinsi dan Tlm penilai Kabupaten/

Kota ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan Instansi

Pembina jabatan Penyuluh Kehutanan.

Pasal 6

(1) Untuk membantu Im penilai dalam melaksanakan tugasnya,

dibentuk Sekretariat Tim penilai yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris -Iim 
Penilai yang secara fungsional dijabat oleh pejabat

di bidang kepegawaian.
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(2) Sekretariat nm Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan

pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 15

ayat (1) KepuhJsan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 130/KEP/M.PAN/12 /2002.

pasal 7

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kedit dapat

membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para

ahli, baik yang berkedudukan sebagai pegawai Negeri Sipil atau

bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis

yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran oan

pendapat kepada Ketua 'llm penilai dalam hal memberikan

penilaian atas kegiatan yang bersiftt kfiusus atau kegiatan yang

memerlukan keahlian tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima htgas dari dan bertanggung jawab

kepada Ketua Tim Penilai.

BAB TV

KENAIKAN IABATAN OAN PANGKAT

Pasal I
(1) Penetapan angka kedit sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

ayat (Z), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan

kenaikan jababn dan kenaikan pangkat penyuluh Kehutanan,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap

kali dapat dipertimbangkan apabila I
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a. Sekurang-kurangnya telah I (satu) tahun daiam jabatan

terakhir;

b. Memenuhi angka kedit yang ditentukan untuk kenaikan

jabatan seungkat lebih tinggi; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelakanaan

pekerjaan (DP,3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1

(satu ) tahun terakhir.

(3) Kenaikan jabatan Penyuluh Kehubnan ditetapkan oleh pejabat

Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat

dipertimbangkan apabila :

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat

terakhir;

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c, Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan

pekerjaan (DP,3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pusat dan Daerah yang

menduduki jabatan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat pembina

Tingkat I, golongan ruang IV/b untr:k menjadi pembina tJtama

Muda, golongan ruang IVlc ditetapkan dengan Keputusan

Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN,

(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipit pusat yang menduduki

jabatan:
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Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat pengatur Muda

Tingkat 1, golongan ruang II/b untuk menjadi .pengatur,

golongan ruang II,/c sampai dengan Penyuluh Kehutanan

Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang m/d; dan

Penyuluh Kehutanan Perbma pangkat Penata Muda,

golongan ruang II{a untuk menjadi Penata Muda 'Tingkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan

Madya pangkat Pembina Tinglet l, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Kepufusan Menteri Kehutanan atau pejabat lain

yang ditunjuk, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

.(7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipit Daerah Propinsi yang

menduduki jabatan :

a. Penyuluh Kehutanan Pelakana pangkat Pengatur Muda

Tingkat I, golongan ruang IIlb untuk menjadi Pengatur,

golongan ruang U/c sampai dengan Penyuluh Kehutanan

Penyelia pangkat Penata lingkat I, golongan ruang trI/d; dan

b. Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda,

golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda ljngkat I,

golongan ruang III/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan

Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang W/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

Daemh Propinsi yang bersangkutan setelah mendapat

pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang

bersangkutan,

(8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Spil Daerah Kabupaten/ Kota

yang menduduki jabatan :

b.
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a, Penyuluh Kehubnan pdaksana pangkat pengatur Muda

Tingkat I, golongan ruang IIlb untuk menjadi pengatur,

golongan ruang IIlc sambai dengan penyuluh Kehutanan

Penyelia pangkat Penata 'Iingkat I, golongan ruang III/d; dan

c. Penyuluh Kehutanan pertama pangkat penata Muda,
golongan ruang IIVa untuk menjadi penata Muda Tjngkat I,
golongan ruang trI/b sampai dengan penyuluh Kehutanan

Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang trI/d.

ditetapkan dengan Keputusan peJabat pembina Kepegawaian

Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan setelah mendapat
pertimbangan teknis K€pala Kantor Regional BKN yang

bersangkutan,

(9) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/ Kota yang

menduduki jabatan Penyuluh Kehutanan Muda pangkat penab

lingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi penyuluh

Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVla dan
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IVlb ditetapkan oleh

Gubemur yang bersangkutan setelah i mendapat pertimbangan

teknis Kepala Kantor Regional BKN yang, bersangkutan.

Pasal 9

(1) Penyuluh Kehutanan yang memiliki angka kedit melebihi angka

kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat
lebih tinggi, kelebihan angka kedit tersebut dapat diperhitungkan

untuk kenaikan jabatan/ pangkat seUngkat lebih tinggi.

(2) Apabila kelebihan jumlah angka kedit sebagaimana dimakud
ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan 2
(dua) tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka

Penyluh Kehuanan yang bersangkutan dapat diangkat dalam
jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki,
dengan ketenfuan :
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a. Sekurang-kunngnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;

b. Setiap unsur penilaian dalam Dp.3 sekurang-kumngnya

bernllai baik dalam 1 (sahr) tahun terakhir.

(3) Penyuluh Kehutanan yang naik jabatan sebagaimana dimaksud

ayat (2), setiap kaii kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi

disyaratkan mengumpulkan 20 o/o (dua puluh persen) dari jumlah

angka kedit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi

tersebut/ yang berasal dari kegiatan unsur utama.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMEEBASAN SEMENTARA

DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI'ABATAN

Pasal 1O

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam

dan dari jabatan Penyuluh Kehutanan, ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali daiam

jabatan Penyuluh Kehutanan ditetapkan dengan menggunakan

contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II;

2. Pembebasan sementara dari jababn penyuluh Kehutanan

ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana

tersebut pada Lampiran IIL

3. Pemberhentan dari jabatan Penyuluh Kehutanan, ditetapkan

dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada

Lampiran iV.

t1
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pasal 1l

(1) Untuk menjamin tingkat kinerja penyuluh Kehutanan dalam
mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangka!, maka
pengangkatan Penyuluh Kehutanan harus memperhitungkan
keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah penyuluh

Kehutanan sesuai jenjang jabatannya.

(2) Pengangkatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), harus didasarkan pada formasi yang ditetapkan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan

teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 12

Pegawai Negen: Sipil yang diangkat dalam jabatan penyuluh

Kehutanan tidak dapat merangkap jabatan skuktural maupun jabatan

fungsional lain.

Pasal 13

(1) Penyuluh Kehubnan Pelaksana pangkat pengatur Muda Tingkat I,
golongan ruang IIlb sampai dengan penyuluh Kehutanan penyelia

pangkat Penata, golongan ruang ltr/c dan penyuluh Kehutanan

Pefiima pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai
dengan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat pembina TTngkat I,
golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya

apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam
jabatan/ pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat penata Tingkat I, golongan

ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap
hhun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkatnya Udak dapat
mengump0lkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (seputuh)

dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan atau pengembangan

Drofesi.



II

(3) Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Utama MUda.

golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya

apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkahya

tjdak dapat mengumpulkan angka kedit sekurang-kurangnya 20

(dua puluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan atau

pengembangan profesi.

(4) Pembebasan sementara bagi Penyuluh Kehutanan sebagaimana

dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didahului dengan

peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas

waktu pembebasan sementara diberlakukan.

(5) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimakud dalam

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Penyuluh Kehutanan juga

dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat

berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 tahun 1980; atau

b, Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;

atau

c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penyuluh Kehutanan;

atau

d. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke

empat dan seterusnya; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 ( enam) bulan.

(6) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara s€bagaimana

dimaksud dalam ayat (5) huruf a, selama menjalani masa

hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi

kigiatan tersebut tidak dapat dinilai angka keditnya.
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(7) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara karena tugas

belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara

dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ipabila:

a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat

terakhir; dan

b, Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan

pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.

pasal 14

Penyuluh Kehutanan diberhentikan dari jabatannya apabila:

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat

berupa penurunan pangkaq atau

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara

dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),

tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau

3. Dalam jangka waku 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara

dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kedit yang

ditentukan.

BABVI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 15

(1) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai menjalani hukuman disiplin

tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat,

dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan

Penyuluh Kehutanan,



19

(2) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat

kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan, apabila berdasarkan

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuafan hukum

tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

(3) Penyuluh Kehutanan yang ditugaskan di luar jabatan penyuluh

Kehutanan dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila

telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan penyuluh

Kehutanan.

(4) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara karena cuti di

luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi

semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh

Kehutanan.

(5) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6

(enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh

Kehutanan.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh

Kehutanan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (1) sampai

dengan ayat (5), jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit

terakhir yang dimiliki.

BAB WI

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 17

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari labatan lain kedalam

jabatan Penyuluh Kehutanan atau perpindahan antara jabatan

dapat dipeftimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
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a. Memenuhi ryarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22,

Pasal 23 dan Pasal 24 Keputusan Menteri pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 130/KEpiM.pAN/ t212002;

b. Memiliki pengalaman dibidang penyuluhan kehutanan

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

c, Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai

batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;

dan

d. Setap urisur penilaian prestasi kerja (Dp.3) sekurang_

kurangnya bemifai baik dalam 1 (sahr) tahun temkhir.

.(2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan

pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan penyuluh

Kehutanan ditetapkan sesual dengan angka kredit yang diperoleh

dari kegiatan unsur utama setelah melalui penilaian dan

penetapan angka kedit dari pejabat yang berwenang,

BAB VIII

KETENTUAN I.AIN-LAIN

Pasal 18

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan

tindakan dalam melaksanakan pembinaan penyutuh Kehutanan,

maka Departemen Kehutanan selaku Instansi pembina Jabatan

Penyuluh Kehutanan melakanakan sosialisasi dan iasilitasi

kepada pejabat yang berkepentingan dan penyuluh Kehutanan.
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(2) Untuk meningkatkan kemampuan penyuluh Kehutanan secara

profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kehutanan

selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :

a. Penyrrcgpsn kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/

teknis fungsional bagi Penyuluh Kehutanan;

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis

fungsional bagi Penyuluh Kehutanan;

c. Penetapan standar kompetensi jabatan Penyuluh Kehutanan;

d. Penyusunan formasi jabatan Penyuluh Kehutanan;

e, Pengembangan sistem informasi jabatan Penyuluh

Kehutananl dan

f, Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Penyuluh

Kehutanan

BAB IX

KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 19

(t) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/ 1212002, maka jenjang jabatan

Penyuluh Kehutanan yang didasarkan kepada Keputusan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor I6IMENPANI

1988 harus disesuaikan ke dalam tingkat dan jenjang jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan

Pasal T ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatrr

Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/I2|ZO0Z.
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(?) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana ditetapkan

pada ayat (1) di atas ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit

terakhir yang diperoleh Penyuluh Kehutanan.

(3) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003

dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada

tanggal 31 Maret 2004.

Pasal 20

Penyuluh Kehutanan yang telah memperoleh ljazah Sarjana/ Diploma

IV, sebelum berlakunya Kepuhrsan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 130iKEP/M.PAN/L2|Z0OZ dapat diangkat dalam pnjang

jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli.

BAB X

PENUTUP

Pasal 21

Petunjuk Pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini

akan diatur kemudian oleh Kepala BKN .

Pasal 22

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan ini,

dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparafur Negara

Nomor 130/KEP/ M.PAN/12I2002 sebagaimana tersebut pada

Lamoiran V.

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Edaran Kepala BAKN

Nomor 12lSE/1988 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran

Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BAKN Nomor 348/MENHUT-

IIl1988 dan Nomor 12lSE/1988, dinyatakan'ridak berlaku.
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Pasal 24

Keputusan ini disampaikan kepada instansi terkait yang
berkepentingan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : JAKARTA

Pada tanggal : 12 Agusrus 2003



PENETAPAN ANGIG KREDIT
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA EADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR ;
TANGGAL

PENETAPAN AiIGKA KREDIf

Tahun 2003
Agustus 2003

Jf,
12

Nomor :

I KETERANGAN PERORANGAN

'| Nama
NIP
Nomor Seri KARPEG

Pangkat / Golongan Ruang / TMT

Tempat dan Tanggal Lahir

o Jenis Kelamin

7 Pendidikan Teriinggi

I Jabatar Fungsional / TMT

I Unil kerla

tl PENETAPAN ANSKA KREDIT
LAMA BARU JUMLAHI UNSUR UTAMA

a l) Pendidikan sekolaah dan memperoleh gBlar/
liasah

2) Pendidikan dan pelaiihan fungsional di bidang
penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPL)

D Persiapan penyuluhan kehutanan

Pelaksanaan penyuluhan kshutanan

Pemantauan, €valuasi dan pelaporan
p€laksanaan penyuluhan kehutanan

e Pengembangan penyuluhan kehulanan

f Pengembangan pro{€si

Jumlah Unsur Utama

UNSUR PENUNJANG

Jumlah Unsur Penuniang

Jumlah Unsur Ulama dan Unsur Penunjang

ul DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL.... / PANGKAT ..,.,.. / TMT, ......,

ASll disampaikan dengan hormat kapada :
Kepala BKN alau Kanrsg BKN yang beGangkutan.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

'1. Penyuloh Kshutanan yang bersangkutan,
2. Pimpinan Unit Kerta Penyuluh Kehulanan yang bersangkutan.
3. Sekretaris Tim Penilai Penwluh Kehutanan yang bersangkutan.
4. Peiabat yang bervJenang menetapkan angka kredit
5. Kspala Biro Kepegawaiar/ BKO yang bersangkuian..)

') coret yang lidak perlu,

Ditetapkan di
Pada tanggal
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CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALY
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
PENYULUH KEHUTANAN

LAMPIR/AII II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
NEGARA
NOMOR : 35 Tahun 2003
TANGGAL: 12 Agustus 200 3

KEPUTUSAN

NOMOR: -.........._. / ........ / .........

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA/ PENGANGKATAN KEMBALI

DALAM JABATAN PENY,JLUH KEHUTAMN

:::3_S.1 
pe.laksanaan. dari Keputusan Menteri Negara pendayagunaan

AParaur Negara Nomor ...............,_...,...- tanggai ...,.....,............
dipandang perlu mengangkathengangkat femU* :j sauOaia .....,. ...

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

lKEDUA

dalam jabstan Peny,uluh Kehutanan .

b.

o.

c-

8.
o

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 io Undang_undang Nomor 43
Tahun 1999;
Perahjran Pemerintah Nomor 7 Tahun 1927 jo peraturan pemerintah
Nomor 26 Tahun 2001:
Peraturan Pemerintah Nomor i6 Tahun 1994:
Peraturan PemerinEh Nomor gg Tanun 20b0 jo peraturan pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002;
Peraturan Pemerinlah Nomor g Tahun 2003:
Keputusan Presiden Nomor 8Z Tahun 1999:
K€putusan Presiden Nomor 102 tanun ioOt jo Keputusan presiden
Nomor 45 Tahun Z0OZi
Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal .......................... mengangkat / mengangkat kembali .)
Pegawai Negeri Sipil j

dalam jabatan .... dengan angka kredit sebesar
(diisi dengan angka dan huruf)

a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/col.ruang/TMT
d. Unit keda

1:



KETIGA - : Apabila kernudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan dan perhitungan k€mbali sebagaimana mestinya.

ASLt : Surat Keputusan ini disafnpaikan kepada pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana

to

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN i Kanreg BKN yang bersangkutan. ')2. Kepala Biro Kepegawaian/ BKD yang bersangkutan. ")3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
4. Kepala KPKN/ KASDA lrang bersangkutan. *)
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

') coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :
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CONTOH LAiiTPRAN tII
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA KEPUTUSAN KEPALA BAOAN
DARI JABATANPENYULUHKEHUTANAN KEPEGAWATAN NEGAM

NOMOR : 35 Tahun 2003
TANGGAL : 12 Agustus 2003

KEPUTUSAN

NOMOR : .............../.........i..........

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH KEHUTANAN

Menimbans i a' llLl lllllT...j;;u;;:..t...:l:-.:..;il;;;;il;,f_.::.y-':':.::::.::::'

h

.........,............dipandang perlu membebaskan
sementara dari jabatan Penyuluh Kehuianan, karena ..,..........

1. Undang-undang Nomor I Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999i

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Thaun i977 jo peraturan pemerintah
Nomor 26 Tahun 2001;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun ZO0O jo peraturan pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002:

4. P€raturan Pemerintah Nomor g Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan presiden Nomor

45 Tahun 2002:
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ...............,.....;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negaru Nomor....

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari iabatan
Penwluh Kehutanan, Pegawai Negeri Sipil :

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Gol.ruang/TMT
d. Unit kerja
darijabatan

KEDUA



KETTGA : Apabira kemudian harr temyata ierdapat kekeriruan daram keputusan ini akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana meitiny,a.

ASLI : Surat. Keputusan ini disampaikan kepada pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.

z6

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1 . Kepala BKNiKepata Kanreg BKN yang bersangkutan. *)
. 2. Kepala Biro KepegawaianlBKD )€ng bersangkutan. *)

3. Peiabat yang benvenang menetapkan Angka Kredit.
4. Kepala KPKN/KASDA yang berangkutan. *)

5. Pejabat lain yang dipandang pedu.

') coret yang tidak perlu.
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CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
PENYULUH KEHUTANAN'

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 35 Tahun 2003
TANGGAL : .12 Agustus 2003

KEPUTUSAN

NOMOR : .............../........J

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENYULUH KEHUTA$IAN

1. Un_d-ang-undang Nomor I Tahuh 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999;

a' Bahwa saudara .......'.....-....... NlP, ....:...:.::.,....,.. pangkaugolongan ruangjabatan ...................,.......terhitung mulai 
-tanggal 

..................terah diiatuhi hukuman disiplin tingkat oerat ueioasaiiantputusan pejabatyang berwenang Nomor .......,......,.tanggal ................ /oinyaratan tidak dapatmengumpulkan angka kredit dalam-jingka wafU i"lsatul tahun se;akdibebasKan sementara,);

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAIVIA

2.

3.
4.

c-
o.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo peraturan pemerintah Nomor26 Tahun 2001;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994:
Peraturan Pemeriniah Nomor gg Tanun iOOO jo peraturan pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002;
Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2003:
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2061 jo Keputusan presiden Nomor45 Tahun 2002:
Keputusan Menteriilegara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ..........;Keputusan Kepata Badan Kepegawaian Negaia Nomor .L.. --.... _ :

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal memberhentikan dari jabatan penyuluh
Kehutianan, Pegawai Negeri Sipila. Nama
b, NIP
c. PangkaUGol.ruang/TMT
d. Unit kerja
dari jabatan

KEDUA



KETIGA

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1, Kepala BKNi Kanreg BKN yang bersangkutan. ')
2. Kepala Biro Kepegawaian/ BKD yang bersangkutan. ')
3. PeJabat )rang berwenang menetapkan Angka Kredit.
4. Kepala KPKN/ KASDA yang bersangkutan. *)
5. Peiabat lain yang dipandang perlu.

-) coret yang tidak peiu.

Apabila kemudian had temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan i

diadakan perbaikan dan perhitungan kembati sebagaimana mestinya.

AS L I : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana )

mesiinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :



MENTBRI
PENDAYAGI-lNAAN AI'AR"{TUR NEGARA

REPUBLIK INDONESTA

KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR 13 o/KEP/M.PANlr2l2002

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA.

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pernerintah Nomor 1 6

Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai l,tegeri Sipil, dipandang :'

perlu meninjau kembali ketentuan tentang Angka Kredit bagi

Jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana diatur dalam

Keputusan- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 16/MENPAN/1988;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dlatas, dipandang perlu

menetapkah kembali Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri

. Pendayagunaan Aparatur NeEara;

Mengingat : 1. Undang'Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian sebagalmana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 43 Tahun 1 999;

2. Undang-Undang Nomor4l Tahun 1999 tentarrg Kehutanan;



3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun

2001:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri SiPil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 teniang Kenaikau

Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

derrgan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihafr Jabatan Pegawai NeEeri Sipil;

9. Keputusan Presiden .Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsicnal Pegawai Negeri Sipil;

l0.Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

ll.Keputusan Presiden Nomof 102 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja DePartemen.

tllemperhatikan : 1. Usul Menteri Kehutanan dalam surat Nomor 1138/MENHUT-

lli2002 tanggal '!5 Juli 2002'

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan

suratnva Nomor K.26-30N -74'7118 tanggal 23 Agustus 2002'



MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENOAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH

KEHUTANAN DAN ANGKA, KREOITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 'l

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Kehutanan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secafa penuh i
oleh pejabat yang benvenang untuk melakukan penyuluhan

kehutanan.

2. Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, adalah jabatan

fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam palaksanaan

pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerla

tertentu.

3. Penyuiuh Kehutanan tingkat ahli, adalah jabatan fungsional

Penyuluh Kehutanan yahg dalam pelaksanaan pekerjaannya

didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan

teknik analisis tertentu.

4.. Keirutarran, adaiah sistem pengurusan yang bersangkut paut

dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang

diselen ggarakan secara terpadu.

5. Penyuluhan kehutanan, adalah proses pengembangan

pengetahuan, sikap dan perilaku kelornpok rnasyarakat

sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahanti,

melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk



meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus
mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam
pelestarian hutan dan lingkungannya

6. Tinr Penilai Angka Kredit, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menitai

prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.

7. Angka kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan

penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang

Penyuluh Kehutanan dalam mengerjakan butir kegiatan yang

digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan'

kenaikan pangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN

OAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Penyuluh Kehutanan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

(1) Penyuluh Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis

fungsional penyuluhan kehutanan pada instansi pemerintah

baik pusat maupun daerah.

(2) Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh

Pegawai Negeri Sipil.



Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Kehutanan, adalah menyiapkan,
melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi

serta melapoikan kegiatan penyuluhan kehutanan.

aAB llt

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Kehutanan, terdiri dari:

a. Pendidikan, meliputi :

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh rlazahl gelar

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional bidang penyuluhan t'

kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat

Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat.

b. Persiapan penyuluhan kehutanan, meliputi :

1. ldentifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta

kebutuhan teknologi kehutanan.

2. Penyusunan program penyuluhan kehutanan.

3. Penyusulan rencafla kerja penyuluhan kehutanan.

4. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan

Kehutanan.

c. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan, meliputi :

1. Penyusunan materl penyuluhan kehutanan.

2. Penerapan metode penyuluhan kehutanan.

3. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok

sasafan- I



d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pela ksanaan

t.

penyuluhan kehutanan:

1. Memantau pelaksanaan penyutuhan kehutanan.

2. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehirtanan-

3. Membuat laporan ptilaksanaan penyuluhan kehutanan,

Pengembangan penyutuhan kehutanan:

f 1. Pengembangan aspek kelembagaan/manajemen

] penyuluhankehutanan.
I

l_2. PenOembangan aspek tehnik, metodologi, materi, sarana

dan alat bantu penyuluhan kehutanan.

Perrgembairgan profesi :

1. t\4embuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang penyuluhan

kehutanan.

2. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang

penyuluhan kehutanan.

3. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan.

4. Membuat buku pedomani petunjuk pelaksanaan/petunjuk

teknis di bidang penyuluhan kehutanan.

Penunjang penyuluhan kehutanan :

1. Mengalar dan melatih dibidang penyuluhan kehutanan.

2. Menterjemahkanimenyadur buku dan bahan-bahan lain

dibidang penyuluhan kehutanan.

3. iVen3ikuti seminar/lokakarya di bidang penyuluhan

kehutanan.

4. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh

Kehutanan.

5. Memperoleh

v.

gelar kesarjanaan lainnya.



Menjadi anggota organisasi profesi dibidang penyuluhan

kehutanan;

Memperoleh piagam kehormatan.

BAB IV

JENJANG JABATAI.I DAN PANGKAT

Pasal 6

(1) Jabatan Penyuluh Kehutanan terdiri dari Penyuluh Kehutanan L ,

tilgBelJeramOil dan Penyuluh Kehutapantingkat ahli. / *

;-"(2) Jenjang Jabatan Perryuluh Kehutanan tinqk4lem-qpil Cari

yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :

a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana.

b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan.

c. Penyuluh Kehutanan Penyelia.

(3) Jenjang pangkat Penyuluh Kehutanan sebagaimarra dimaksud

ayat (2) sesuai dengan jenjang jal,atan, adalah .

a. Penyuluh Kehutanan Felaksana, terdiri dari:

1 . Pcngatur Muda l-ingkat | , golongan ruang lli b.

2. Pengatur, golongan ruang lllc.

3. Pengatur Tingkat l. golongan ruang ll/d.

b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari:

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a.

2. Penata Tingkat l, golongan ruang lll/b.

c. Penyutuh Kehutanan Penyelia, terdiri dari:

. 1. Penata, golongan ruang lll/c.

2. Penata Tingkat l, golongan ruang lll/d.
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Pasal 7

(1) Jenjang jabatan Penyuluh Kehuianan tingkat ahli dari yang

terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah : l
a. Penyuluh Kehuianan Pertama.

b. Penyuluh Kehutanan Muda.

c" Penyuluh Kehutanan MadYa.

(2) Jenjang pangkat Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud

ayat (1) sesuai jenjang jabatan, adalah :

a. Penyuluh Kehutanan Pertama, terdiri dari:

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a.

2. Penata fr{uda Tingkat l, golongan ruang tll/b.

b. Penyuluh Kehutanan Muda, terdiri dari:

1. Penata, golongan ruang lll/c.

2. Penaia Tingkat l, golongan ruang lil/d.

c. Penyuluh Kehutanan Madya, terdiri dari:

1. Pembina, golongan ruang lVi a.

2. Pembina Tingkat l, golongan ruang lV/b.

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang lVlc.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan tingkat terampil,

sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana, yaitu:



1. Menguntpulkan data sekunder dan informasi wilayalr

ke rja;

2. Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem
serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat desa dan
kecamatan;

3. Memandu penyusunan rencana tahunan usaha

wanatani trelompok sasaran;

4. Melaksanakan kaiian identifikasi kebutuhan

penyuluhan kehutanan;

5. Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh

Kehutanan tingkat pelaksana;

6. Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok

(RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

(RDKK) kelompok wanatani;

7. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan

penyusunan materi penyuluhan kehutanan:

B. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk foto;

9. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk flip chart ( minimal 5 lembar );

10. Menyusun/membuat materi penyultrhan kehutanan

dalarn bentuk cliarUgambar,

1 1. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana

kepada anggota kelompok sasaran;

12. MelakuKan kunjungan tatap, muka/ anjangsana

kepada kelompok sasaran;

13. .Memberikan konsultasil pemecahan masalah kepada

perorangan;

'14. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada

kelomook sasaran lain:
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17.

to.

t:r.

20.

1lJ.
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21.

22.

23.

24.

Menumbuhkan organisasi kelompok sasaran:

Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari

pemula sampai dengan lanjut;

Melakukan kegiatan demonstrasi cara;

Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan

petak (demplot );

Melaksanakan temu lapang;

Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok

sasaran di tingkat BPPi Kecamatan:

Melakukan temu karya kepada kelompok tani binaan;

Melaksanakan kegiatan widyakarya / karya wisata

kepada kelompok tani binaan;

Menjadi pembimbing/instruktur widya karya atau

perjalanan praktek studi banding tingkat desa dan

kecanlatan;

Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara

massal / kampanye dalam bentuk 6g13;n2!r ttrnum

tingkai desa dan kecamatan;

25. Menyusun lapqran bulanan;

Menyusun {aporan Triwulan;

Menyusun laPoran'Tahunan.

Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, yaitu:

1. Mengumpulkan data primer dan informasi wilayah

kerja;

2. Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem

serta kebutuhan . teknologi kehutanan tingkat

Kabupaten/Kota;

3. Merekapitulasi rencana usaha wanatani wilayah dan

agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;

I



4. Menyusun monografi wilayah ke{a penyuluhan;

5. Menyusun/membuat peta tematik tentang kondisi dan
potensi wilayah dan agroekosistem serta keburunan
teknologi kehutanan;

6. Meiumuskan kebutuhan teknologi kehutanan:

7. Merumuskan hasil identifikasi kebutuhan penyuluh
kehutanan; r...

B. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep
programa oenyuluhan kehutanan;

9. Menyusun rencana kerja tahunan;

1C. Memandu penyusunan Rencana Definitif r(elornpok
(RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Ketompok.
(RDKK) kelompok sasaran lain:

I 1. Mengolah data materi penyuluhan kehutanan;

12. Menyusun/ mernbuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk seri foto ( min 5 lbr );

13. Meryusun/ mernbuat materi penyuiuhan kehutanan
dalam bentuk selebaranlpamflet;

14. l\4enyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk leafl eUfolder;

15. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehulanan
dalam bentuk poster;

16. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan
daiarn bentuk brosur/booklet (min 1000 kata);

17. Menyusun/membuat mat€ri penyuluhan kehuianan
dalam bentuk maket

18. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan .

, dalam bentuk specimen;

j'
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19. Melakukan kunjungan tatap muka/aniangsana kepada

anggota kelompok sasaranl

20. Melakukan kunlungan tatap muka/anjangsana kepad.a

kelompok sasaran:

21. Melaksanakan kaii terap teknologi aniuraniuii coba.

22. Sebagai pramu wicara daiam kegiatan pameran

kehutanan tingkat Kabupaten/Kota;

23. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepapa

perorangan;

24. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada

kelompok sasaran lain;

25. Memberikan bimbingan pada sekolah lapang;

26. Meningkatkarr kemampuan kelompok sasaran dari

Lanjutan samPai dengan Madya; I

27. Melakukan kegiatan demontrasi hasil percontohan

usahatani kehUtanan (demontrasi farm);

28- Sebagai moderdtor dalam temu antar vrilayah/teknis;

29. Sebagai narasumber daiam temu teknis wilayah;

30. Melakukan temu wicara / sarasehan dengan

kelompok sasaran tingkat Kabupaten/Kota:

31. Melakukan temu karya kepada anggota kelompok tani

binaan;

32. Melakukan temu usaha;

33. Melaksanakan kegiatan widyakaryalkarya wisata

kepada kelomPok tani binaan;

34. Menjadi instruktur atau pembimbing kegiatan

widyakarya atau perjalanan praktek studi banding

tingkat KabuPateniKota;
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35. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secafa
massal/kampanye dalam bentuk ceramah umum
tingkat Kabupaten/Kota;

36. Melakukan pemantauan/pengendalian penyetengga-
raan penyuluhan kehutanan:

37. Pengolahan data hasil pemantauan/pengendalian
'penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;

3B. Mengumpulkan data hasil pelaksarraan penyuluhan
kehutanan;

39. Menyusun laporan bulanan;

40. Men;'gsgn lapor.an triwulan; 
:.

41. Menyusun laporan tahunan.

c. Penyuluh Kehutanan Penyelia, yaitu: i
1- Mengolah data potensi wilayah agroekosistem dan

kebutuhan teknclogi kehutanan tingkat propinsi;

2. Menyusun rancangan identifikasi kebutuhan penyuluh
kehutanan;

3. Menyusun konsep programa penyuluhan kehutanan;

4- Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konseo
programa penyuluhan kehutanan;

5. Merumuskan programa penyuluhan kehutanan hasij
diskusi;

6. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai
dengan jenjang jabatan;

7. Menyusun panduan pelaksanaan kegiatan
penyuluhan kehutanan;

8. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan
' (sekolatr lapangi magang);
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9. Menganalisis data dalam menyiapkan materi

penyuluhan kehutanan;

10. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk slide;

11. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk siaran sandiwara di radio/T V:

12. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanbn

dalam bentuk selebararVpamfl et;

13. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam berituk leafleU foldeI

14. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk poster;

15, Menyusuni membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk brosur/ booklet;

16. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk diorama;

17. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutana!'l

dalam bentuk fiodel:

16. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk mock uP;

-19. Melakukan kuniungan tatap muka/aniangsana kepada

anggota kelomPok sasaran;

20. Melakukan kunjungan tatap muka / anjangsana

kepada kelomPok sasaran;

. 21. Melakukan kegiatan demontrasi hasil percontohan

wilayah (demonstrasi area);

22. Melakukan temu wicaralsarasehan dengan kelompok

sasaran tingkat ProPinsi;

23. Melakukan temu karya kepada tokoh masyarakat i
tokoh agama;

I.
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24. Melakukan kegiatan widyakarya/karya wisata kepada

tokoh rnasyarakaU tokoh agama;

25. Menjadi instruktur atau pembimbing studi banding

widyakarya tingkat Propinsi;

26. Melaksanakan. penyuluhan pada pertemuan secara

massal/kampanye dalam bentuk ceramah umutn

tingkat Propinsi;

27. Sebagai pembuat karyaldesain dalam kegiatan

pameran tingkat Kabupaten/Kota;

28. Sebagai pembuat karya/desain dalam kegiatan

pameran tingkat Propinsi;

29. Sebagai pembaca naskah/pemain tunggal dalam

kegiatan penyuluhan melalui siaran radio/TV:

30. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada i
perorangan; l.

31 . Mernberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada

kelompok sasaran lain;

32. Menyusun kurikulum kursus kelompok sasaran;

33. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari

Madya sampai dengan Utama;

34. Melaksanakan penilaian lomba bidang kehutanan;

35. Merekomendasi / tindak lanjut hasil pemantauan /
pengendalian penyelenggaraan penyuluhan

kehutanan;

36. Mengolah, menganalisis dan mongusun kepada

laporan, data hasil pelaksanaan penyuluhan

kehutanan;

37. Menyusun laporan bulanan;

' 
38. Menyusun laporan triwulan;

:

. 1 .'',.1.
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39. MenYusun laPoran tahltnan'

(2) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan kategori keahlian'

adalah sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehutanan Pertama, yaitu:

1. Menyusun instrumen identifikasl potensi rvilayah dan

agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;

2. Menganalisis data potensi wilayah dan agroekosistem

serta kebutuhan teknologi kehutanan;

3. Sebagai nara sumber dalam rnetrdiskusikan konsep

Programa PenYuluhan kehutanan;

.+. tvlenyusun rencana kerja iahunan;

5. Menyusun ra;lcangan sarana penyuluhan;

6. Menyusun instrumen dalam rangka penyusunan i
materi PenYuluhan kehutananl

7. Menyusun/rnembuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk bulletin board (papan bulletin);

B. Menyusun/membuat maieri penyuluhan kehutanan

. dalam bentuk OHP transparan;

S. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk seri slide ( min 10 lbr );

10. Menyusun/membuat materi penyuluhan k'ehutanan

dalam bentuk selebaran/Pamflet;

11- Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan

' dalam bentuk leafleV folder;

12. Menyusun/membuat. rnateri penyuluhan kehutanan

dalam bentuk Poster;

13. Menyusunl membuat materi penyuluhan kehutanan

datam bentuk brosur/ booklet (min 1000 kata):
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14. Melaksanakan temu teknis antar wilayah/fungsi
sebagai pembicara/penyaji;

15. Melakukan temu wicara / sarasehan denclan

kelompok sasaran tingkat Nasional;

16. Melakukan temu karya kepada Pemda, LSM,

Pengusaha dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya,

l T. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karya wisata

kepada Pemda, LSM, Pengusaha dan Organisasi

Kemasyarakatan lainnya;

18. Sebagai pembicara kegiatan pameran kehutanan

tingkat Propinsi;

19. Sebagai pramu wicara kegiatan pameran kehutanan

tingkat Nasional;

20- Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada 
rr,

perorangan;

21. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada

kelompok sasaran Iain;

22. Menumbuhkan gabungan kelompok/asosiasi;

23. Menyusun metadaiteknik pemantauan/pengendalian

penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;

24. Menyusun laporan bulanan:

25. Menyusun laporan triwulan;

26. Menyusun laporan tahunan;

27. Menyiapkan konsdp pengcmbangan kebijakan
' penyuluhan kehutanan:

28. Menyiapkan konsep pengembangan perencanaan

penyuluhan kehutanan;

,29. Menyiapkan konsep pengembangan prosedur kerja

penyuluhan kehutanan;
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30. Menyiapkan konsep pengembangan sistem

monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan,

31. Menyusun rancangan pengembangan teknik I

metodologi, materi. sarana dart alat bantu penyuluhan

kenutarran.

b. Penyuk;h Kehutanan Muda :

1. Menyusun konsep rancang bangun rekayasa usaha

wanatani;

2. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan rancang

bangun rekayasa usaha wanatani;

3. Menyusun rencafla kerja tahunan:

4. Menyusun/membttat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk sound slide ( min 10 lbr );

5. Menyusun/ membuat materi p€nyuluhan kehutanan '
dalam bentuk Video (rekaman) min 5 menit;

6. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk siaran radicr/ TV;

7. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehuianan

dalam bentuk selebaran/pamfl et;

L Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk leafl eUfolder;

9. Menyusun,/membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk poster;

1 0. Merryusun/ rnenbuat materi penyuluhan kehutanan

, dalam bentuk brosur/booklet;

1 1. Membuat desain kaji terap/uji coba metoda

penyuluhan kehutanan:

12. Memantau dan mengevaluasi hasil kaji terap

teknologi;
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13. Melakukan temu karya kepada. perguruan tinggi,
cendekiawan, dan pemerintah pusat;

14. Melaksanakan kegiatan widyakarya / karya wisata
kepada perguruan tinggi, cendekiawan, dan
pemerintah pusat;

15. Menjadi instruktur atau pembimbing widyakarya
tingkat Nasional;

16. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara

massal / kampanye dalam bentuk ceramah umurFl

tingkat nasional;

1 7. Sebagai pembuat karya/desain dalam kegiatan
pameran kehutanan tingkat nasional;

18. Sebagai sutradara kegiatan penyuluhan melaiui

siaran radio/ W:

19. Memberikan [<onsultasi/pemecahan masalah kepada
perorangan;

20. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada

kelompok sasaran lain;

21. Menyusun materi kursus kelompok sasar?n :

penyuluhan;

22. Menumbuhkan koperasi/ kelembagaan formal (badan

huku m);

23. Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok sasaran

dengan perusahaan pengelolaan /pemasaran;

24. Menyusun pedoman lomba bidang kehutanan;

25. Sebagai penyaji dalam rnendiskusikan konsep

laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

26. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep
' laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

:!l:|!
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27. Merumuskan hasil diskusi dan menyempurnakan

laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

28. Menyusun laporan bulanan;

29. Menyusun laporan triwulan;

30. Menyusun laporan tahunan;

31. Mendiskusikan konsep pengembangan kebiiakan
penyuluhan kehutanan;

32. Mencjiskusikan konsep pengembangan perencanaac

penyuluhan kehutanan;

33. Mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja
nanrrr rlr rhrn lu ahr rf a,''-,"-*Il3n;

34. Mendiskusikan konsep peF3embangan sistem

monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan;

35.Mendiskusikan konsep pengembangan teknik/

metodologi, materi, sarana, dan alat bantu

penyuluhan kehutanan.

c. Penyuluh Kehutanan Madya :

1. Sebagai penyaii dalam mendiskusikan konsep

rancang bangun rekayasa usaha wanatani;

2. Sebagai narasumber dalam mendiskusikan konsep

ra.ncang bangun rekayasa usaha wanatanr;

3. Merumuskan rancang bangun rekayasa usaha

wanatani

4- Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai

dengan jenjang jahatan:

5- Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk selebarani Damflet:

6. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk ieafleV folder:



7. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk poster;

8. Menyusun/mernbuat materi penyuluhan kehutanan

dalam bentuk brosur/ booklet;

9. Menladi instruktur atau pemblmbing widyakarya atau

perjalanan praktek studi banding tingkdt

internasional:

10. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara

massal/kampanye dalam bentuk ceramah umuni

tingkat lnternasionai;

1 1 . Sebagai nara sumber/pengis i acara diskusj I
wawancaia melalui siaran radiolTV;

12. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada

perorangan; 
a

13. Memberikan konsultasilpemecahan masalah kepad;r

kelompok sasaran lain;

14. Sebagai nara sumberlpengisi acara diskusi I

wawancara konsep laporan hasil pelqksanaan

penyuluhan kehutanan:

15. Menyusun laporan bulanan;

16. Menyusun laporan triwulan;

17. Menyusun laporan tahunan;

18. Menyempurnakan konsep pengembangan kebijak'an

penyuluhan kehutanan,

'19. Menyempurnakan konsep.. pengembangan perenca

naan penyuluhan kehutanan;

20. Menyempurnakan konsep pengembangan prosedur

kerja penyuluhan kehutanan;

21. Menyempurnakan konsep pengembangan sisiem

monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan;

2l
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22. Menyempurnakan konsep pengbmbangan teknik,
metodo{ogi, materi, sarana dan alat bantu penvuluhan

kehutanan.

(3) Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan kegiatan
pengentbangan profesi. dan penunjang penyuluhan kehutanan
diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I bagi Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dan
Lampiran ll bagi Penyuluh Kehutanan tingkat ahli.

Pasal I
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Kdhutanan
oengan jenjang jabatan yang sesuai untuk rneiaksanakan rugas
sebagaimana dimaksud dalam pasal I ayat (1) dan ayat (2),

Penyuluh Kehutanan yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di
bawah jenjang jabatan dapat melakukan tugas tersebut
berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang

bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat ('l ) dan ayat (2),

ditetapkan sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehr.rtanan yang melaksanakan tugas di atas jenjang

jabatannya, angka kredit yang diperoleh dltetapkan sebesar

B0% ( delapan puluh persen ) dari angka kredit setiap butir
kegiatan sebagairnana tercantum dalam. Lampiran I atau

Lampiran ll.

b. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas di bawah

lenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan

adalah sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan

iebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran ll



Pasat 1 1

(1) Unsur kegiatan yang dinllai dalam pemberian angka kredit
terdiri dari :

a. Unsur utama;

b. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama, terdiri ciari :

a. Pendidikan:

b. Persiapanpenyuluhankehutanan:

c. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan; 
.,

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penyuluhan kehutanan;

e. Pengembangan penyuiuhan kehutanan; dan

f- Pengembanganprofesi.

(3) Unsur penunjang, adalah kegiatan yang mendukung
pel3ksanaan tugas penyuluhan kehutar:an sebagairnana
dimaksud cjaiam pasal 5 huruf g,

(4) Rincian kegiatan penyuiuh Kehutarran dan angka kredit
masing-masing unsur sebagairnana dimaksud dalam ayat (1 ),
adalah sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehutanan tingkat terampil adalah sebagaimana
- tersebut dalam Lampiran l.

b. Penyuluh Kehuianan tingkat ahli adalah sebagaimana
, lersebtrt dalam Lamniran ll.

pasal 12

(1) Jumlah angka kredit krjmulatif minimal yang harus dipenuhi
oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam



jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Kehutanan

tingkat terampil adalah sebagaiman tercantum dalam

Lampiran lll dan bagi Penyuluh Kehutanan tingkat ahli adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran lV, dengan

ketentuan:

'a. Sekurang-kurangnya 80 % ( delapan puluh persen ) angka

kredit berasal dari unsur utama;

b. Sebanyak-banyaknya 20 % ( dua puluh persen ) angka

kredit berasal dari unsur penunjang'

(2) Penyutuh Kehutanan Madya yang akan naik pangkat menjadi

Pembina Tingkat l, golongan ruang lVlb dan menjadi Pernbina

Utama [4uda, golongan ruai:g lVic,. dirvajibkan r'etiguinpulkAn '

seku rang-ku rangnya 12 (dua belas ) angka kredit dari

kegiatan unsur pengembangan profesi. r' 
a

(3) Penyuluh Kehutanan yang memiliki angka kredit melebihi

angka kredit yang ditentukan uniuk kenaikan jahatan/pangkat

setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut

diperhitungkan untuk kenaikan iabatan/pangkat berikutnya.

tinggi yang berasal dari kegiatan persiapan Peryr:luhan

kehutanan dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan. 6 /t,ts$',"!li t /

(5) Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I'

golongan ruang llUd, seiiap tahun sejak menduduk!

jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-

kurangnya 10 ( sepuluh ) angka kredit dari kegiatan

penyuluhan kehutanan aTntatau pengembangan profesi'.
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(6) Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat pembina Utama Muda,
golongan ruang lVlc. setiap tahun sejak menduduki
jabatanlpangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-
kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan
penyuluhan kehutanan dan/atau pengernbangan profesi.

Pasal 13

(1) Penyuluh Kehutanan yang secara bersama-sama memouar
karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan,
pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :

a. 60% ( enam puiuh persen ) bagi penulis utama;

b. 40% ( empat puluh persen ) untuk semus penulii
pemDantu.

(2) Jumlah penuiis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, sebanyak-bbnyaknya 3 ( tiga ) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN FENETAPAN ANGKA KREDTT

Pasal 14

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap Penyuluh Kehutanan diwajibkan mencatat atau

menginventarisir seluruh kegiaian yang dilakukan.

Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan
sebagaimana dimaksud ayat {1) dipandang sudah dapat
memenuhi jumlah angka kredii yang ditentukan untuk
kenaikan . pangkaVjabatan, secara hirarkhi Penyuluh
Kehutanan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan

angka kredit.

(3) Penitaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan

dilakukan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) kali dalam 1 ( satu )

(1)

(2)
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tahun, yaitu 3 ( tiga ) bulan sebelum periode kenaikan pangkat

Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

(1) Pejabat yang beruuenang menetapkan angka kredit adalah :

a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat

lain yang dituniuk bagi Penyuluh Kehutanan Madya di

lingkungan Departemen Kehutanan.

b. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh

Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh

Kehutanair Penyelia dan Penyutuh Kehutanan Pertama

sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan

Departemen Kehutanan.

c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon ll r:

yang membidangi kehutanan di Propinsi bagi Penyuluh

Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh

Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama '

sampai dengar: Penyuluh Kehutanan Madya di lingkunoan

masing-masing.

d. Kepala Dinas Kehutanan KabupaieniKota atau peiabat

eselon ll yang rnembidangi kehutanan di Kabupaten/Kota

bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan

Penyuluh Kehr.rtanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan

Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di

lingku ngan masing-masing

(2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1 ), dibantu oleh :

a. Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Sekretariat

Jenderal Departemen Kehutanan bagi Sekretaris Jenderal

Departemen Kehutanan, selaniutnya disebut Tim Penilai

, Sekretariat Jenderal.'
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A

h Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Pusat Bina

Penyuluhan Kehutanan bagi l(epala Pusai Bina

Penyutuhan Kehutanan Departemen Kehutanan,

selanjutnya disebut Tim Peniiai Pusai.

Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Propinsi

bagi Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat

eselon li yang mernbidangi kehutanan di Propinsi,

selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.

Tim Penilai Angka Kedit Penyuluh Kehutanan Kabupaten l'
Kota bagi Kepaia Dinas Kehutanan Kabupaten I Kota atau

pejabat eselon ll yang membidangi kehutanan di

Kabupaten/Kcita, selanjutnya disebut Tim Penilai

Kabupaien/Kota.

Pasal 16

Anggota Tinr Penilai Jabatan Penyuluh Kehuranan adalah

Penyuluh Kehutanan dengan susunan sebagai berikut :

a. Seorang Ketua merangkap Anggota;

b. Seorang Wakil Ketua merangkap.Anggota;

c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota;

d. Sekurang-kurangnya 4 ( empat ) orang Anggota.

Pembentukan dan slsunan keanggotaan 'fim Penilai

ditetapkan oleh :

a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk Tim

Penilai Sekretariat jenderal.

b. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan untuk Tim

Penilai Pusat.

c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau peiabat eselon ll

yang rnembidangi kehutanan di Propinsi untuk Tim Penilai

Propinsi.

(t)

\z)



d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau peiabat

eselon ll yang membidangi i(ehutanan di Kabupaten/Kota,

untuk 
-i'im 

Penilai Kabuoaten/Kota.

(3) Syarat untuk meniadi anggota Tim Penilai Penyuluh

Kehutanan, adalah :

a. Jabatan/ pangkat serendah-rendahnya sama dengan

jabatan/ pangkat Penyuluh Kehutanan yang dinilai;

b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi

kerja Penyuluh Kehutanan;

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(4) .Cpabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimaaa dimaksud

ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Kehutanan, maka

anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipit

lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerla

Penyuluh Kehutanan.

(5) Masa jabatan anggota {im Penitai, adalah 3 (tiga) tahun;

(6) Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk karena ketentuan

anggota Tim Penilai tiCak dapat dipenuhi, rnaka penilaian

angka kredit Penyuluh Kehutanan d-apat dimintakan kepada

Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota yang

terdekat atau kepada Tim Penilai dilingkungan Departemen

Kehutanan.

Pasal 17

if ) eeiawai Negeri Sipil yang telah meniadi anggotia Tim Penilai

dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut,- dapat diangkat

kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa

jabatan.

(2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai' Ketua

lim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
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Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Penyuluh

Kehutanan, ditetapkan oleh Menteri l(ehutanan selaku pimpinan

instansi pembina Jabatan Penyuluh Kehutanan.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

a. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan kepada Sekretaris

.lenderal Departemen Kehutanan untuk penetapan angka

kredit Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen

Kehutanan.

b. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon lll yang

membidangi kepegawaian kepada Kepala trusat Bina

Penyuluhan Kehutanan untuk penetapan angka kredit ;
Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh

Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama

sampai dengan Penyuluir Kehutanan Muda di lingkungan

Pusat Bina Penyuluh Kehutanan.

c. Kepala Bagian Kepegawa an atau pejabat eselon lll yang 
-

membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas Kehutanan

Propinsi atau pejabat eselon ll yang membidangi kehutanan di

Prcpinsi untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan

Pelaksana sarnpai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan

Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyulu h

Kehutanan Madya di lingkungan masing-masing.

'd. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon lll yang

membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas Kehutanan

KabupateniKota atau pejabat eselon ll yang membidangi

kehutanan di Kabupaten/Kota untuk penetapan angka kredit

Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh

Kehutanan Penyelia dan Penyulufi Kehutanan Pertama
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sampai dengan Penyuluh kehutanan Madya di lingr<ungan
nrasing-masing

Pasal 20

(1 ) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,
digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan /
pangkat Penyuluh Kehutanan sesuai dengan peraturan
peru ndang-u n d a n g an yang berfaku.

(2) Terhadap keputusan pejabai yang benrvenang menetapkan
angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh penyuluh

Ketrutanan yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN
MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

, pasal 21

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan
Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan penyuluh Kehutanan,
adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai
dengan peraiuran perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN
PENYULUH KEHUTA,NAN

Pasal 22

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan penyuluh

Kehutanan tingkat terampil, adalah :
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a. Berijazah Diploma ll atau Diploma lll sesuai dengan
kual jfi kasi yang ditentukan;

b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur MLrda

Tingkat I, golongan ruang li/b:

c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
penyuluhan kehutanan ; dan

d. Setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan

pekerjaan ( DP3 ), sekurang-kurangnya bernilai baik

dalam 1 (satu )tahup terakhir.

(2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh

Kehutanan iingkat ahli, adalah :

a. Serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S1) / Diplom;'lV
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda, i
gglongan ruang lll/a;

c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

penyuluhan kehutanan; dan

d. Setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan

pekerjaan ( DP3 ), sekurang-kurangnya bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Kuaiifikasi pendidikan untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan

sebagaimana dimaksrtd ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih

lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 23

Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal

22, pengangkaian dalam Jabatan,Penyuluh Kehutanan harus pula:

a. Sesuai dengan formasi Jabatan Penyuluh Kehutanan yang

ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara; dan
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b.

(1)

Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditentukan untuk

jeniang iabatanlpangkatnya,

Pasal 24

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari iabatan lain ke dalam

Jabatan Penyuluh Kehutanan dapat dipertimbangkan dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 .

atau Pasal 23;

b. Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan kehutanan

seku ra ng-ku rangnya 2 ( dua )tahun; dan

c. Usia setinggi-tingginya 5 ( lima ) tahun sebelum mencapai

usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya.

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana Cimaksud dalanr ayat (1) adalah sama dengan

pangkat yang dimiliki, dan jenjang iabatannya ditetapkan

sesuai dengan .iumlah angka kredit yang ditetapk:n oleh

peiabat yang berwenang. :..

Pasal 25

Penyuluh Kehutanan tingkat terampil yang memperoleh iiazah

Sariana (S1)lDiptoma lV dapat diangkat dalam Jabatan Penyuluh

Kehutanan tingkat ahli, apabila : e/

a. ljazah yang dimiliki sesuai Cengan kualifikas! yang ditentukan

untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli: ,/

b. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan

untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli; dan -
c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk

jabatan/pangkat yang akan didudukinya' /

lll



JJ

. BAA IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI

DAN PEMBER.HENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

(1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda

Tingkat l, golongan ruang llib sampai dengan Penyuluh

Kehutanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang ill/c-

dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, '

golongan ruang lllla sampai dengan Penyuluh Kehutanan

Madya, pangkat Pembina Tingkat l, golongan ruang lV/b,

dibebaskan sementara dari iabatannya, apabila dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pang$at

terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yahg

ditentukarr untuk kenaikan iabatanl pangkat setingkat lebih

tinggi.

(2) Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I'

golongan ruang l!l/d dibebaskan sementara dari jabatannya

apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya

tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-

kurangnya 10 ( sepuluh ) dari kegiaian penyuluhan

kehutanan dan/atau pengernbangan profesi.

(3) Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama

Muda, golongan ruang lV/c dibebaskan sementara dari

jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki

jabatpnlpangkatnya ' tidak dapai mengumprrlkan angka

kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegialan

penyutuhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi'

(4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana

dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penyuluh

Kehutanan juga dibebaskan sementara dari iabatannya'

apabila:
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Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat

berupa penurunan Pangkat;

Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Ditugaskan secara penun di luar Jabatan Penyuluh

Kehutanan;

Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

Merdalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan'

Pasal 27

Penyuluh Kehutanan yang telah selesai menjalani masa

pembebasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 26'

dapat diangkat kembali dalam Jabatan Penyuluh Kehutanan'
:

Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan i
sebagairnana dimaksud ayat (1)' dapat menggunakan angka

kredit terakhir Vang dimilikinya dan dari prestasi di bidanE

penyuluhan kehutanan yang diperoleh selama iidak

menduduki Jabatan Penyuluh Kehutanan'

Pasal 28

Penyuluh Kehutanan diberhentikan dari jabatannya apabila :

a. Datam iangka uraktu 1 ( satu ) tahun sejak dibebaskan

sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang

diteniukan untuk kenaikan jabatanl pangkat setingkat letsrih

tinggi;

b. Dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun sejak dibebaskan

sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat rnengumpulkan

angka kredit Yang ditentukan; atau

b.

d.

It\

\zt
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Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berupa
penurunan pangkat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan,

membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari

Jabatan Penyuluh Kehutanan yang diteiapkan sebelum Keputusan

ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 30

Prestasi kerja Penyuluh Kehutanan yang telah dilakukan Penyuluh

Kehutanan sampai dengan ditetapkan;rya petuniuk pelaksanaan

Keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan lMenterj

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

16/MENPAN//1988,

BAB XI

KETENTUAN LAIN.LAIN

'. ,Pasal 31

(5) Dengan berlakunya Keputusan ini, rnaka nama dan jenjang

Jabatan Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan dalam Kepuiusan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

16/MENPAN/1988, disesuaikan dengan nama dan jenjang

jabatan menurut KePutusan ini.
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(6) Penyesuaian jeniang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan

kepada hasil penetapan angka kredityang terakhir.

Pasal 32

Untuk kepen'tingan dinas dan/atau dalam rangka menanrbah

pengetahuan, pengalaman. dan pengembangan karier, Penyuluh

Kehutanan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau iabatan

fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang

ditentukan.

BAB Xl!

PENUTUP

Apabila ada perubahan

penyuluhan kehutanan

tidak sesuai lagi, maka

Pasal 33

mendasar dalarn pelaksanaan tugas pokok

sehingga ketentuan dalam Keputusan ini

Kepuiusan ini dapat ditiniarr kenrbaii.

Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatu; Negara Nomor: 16 / MENPAN /

1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Penyuluh Kehutanan

dinvatakan tidak berlaku lagi-



Pasal 35

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menterj

Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 36

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Jakarta

3 Deserr,ber 2OO2

YAGUNAAN APARATUR NEGARA

dd-
SAL TAMIN

(,:")

#,-_
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